
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR 

NO MOR 5 TAHUN 2012 

PERTANGGUNG.JAWARAN PF:LAKRANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
'T'J\TTTTl\T J\1\Tl'"'l'"'J\OJ\l\T r")r\11 1n11vn nnuunJ.'\Il.11 ...:.v..1. ..1. 

-'T':'1\T� A.1'.T r-1.ATT ... /CA.l'T' 'l"TTTTA1'.T "1.7A.1\Tr"'\ 'a6ATTA T:'C'\ A 
ur,1'\IUJ-\l'\I �n1v111.1 1 unt1.1'\I 111.l'IU 1v111.n./"\ r,.::,11. 

BUPATI KUTA! TIMUR, 

.. . - . ,_ . 
JV1t:111ll1 Uc:U 1g a. uahwa 111daksa11akc111 

1 - ' ,_ - - . 
Kt:Lt:11LUc:lll 

T'I . 1 .. {'"") A 
ra:sa1 1 O'+ 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
� . , - 1 
Lt:lcU1 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
� , __ .. 
1t:l c:I LUI a.II �- • J _, re 111e 1 11 ncu 1 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 

te n La11g 
e-v . , 1 ,er u uar tall Ur 1da ng-U c 1ua11g ... T . 

l'\1Ul11U1 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

U 11ua11g-U rn.hu1g, Ke pa'la 

Rancangan Peraturan 

dat:I c:1lt 

Dae rah 

.. - . - - , - . 
lllt:I 1gaJ U.K.c:111 

ten tang 

Pei La11ggu11gjc1wc:1ua11 FelaksanaaII AFBD kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa 
1 1 , 1 1 1• ., 1 1 Y-. 1 
1apura11 Keuauga11 yang Le1a11 u1µenK:sa u1eB rrau an 

Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan 

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggung ... 



� I • .,, T"- 'I -e A.��� TT 't L r-ertanggungjawaoan i-eraxsanaan fir'.OLJ rsauupa en 

Kutai Timur Tahun Anggaran 2010; 

I. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Renublik Indonesia Tahun ... - Nomor 68, 

·'\_l 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
l\T_ ·-- _ ·- nr-r.n\. 
l'IUlllUl 0JU":1J, 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Dae£ah dan Rei.dbusi Daerah (Lembaca11 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 

Tarnba.harr Lernbaran Negara Re_µublik Indonesia 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 

Un<lang-Un<la.ng Nomor 34 Ta.hun 2000 [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

246 TaruuoJU:-nl Lerubarem Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048}; 

3. Urrdang-Urrdaug Nomur 21 Tal1u11 1997 tenta.ng Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

[Lernbarun Negara Republik Indoueaia Talrun 1997 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indouosia Nornor 3688); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Peuyelenggaraari Negara yang Bereih dau Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
'°'. • ublik rcep .!..H.I Indonesia Tab.un 1999 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nu111or 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 
Pernberrtukari Kabupaten Nunukan, Kalrupaten 

Malinau ... 



Malinau, Kabupaten Kutai Baral, Kabupaten Kutai 

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
,-.. 1 .,.:, ... 
.Kt:IJUDllK Indonesia Tahun Nornor 74 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 3962); 

6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

., '"- 1. - . l""'\r\J'""\/i J. ,l 

_I I cUH.Ul ..;;Ul.)'T ttn1..8ng 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tuh un 2004 No.11101' o, Tarnbuhem 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor iO Tab un 2004 terrtang 

pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

[Lembaran Negara Rcpublik Indoneeia Talruri 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 4389}; 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Talrun 2004 Nomor 66, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
10 u 1. �T 'I "'&.T '"°'r- 1 • noang-o noang rxomor 4;:, Tahun 2004 Ientang 

Sis tern Perencanaan Pembangunan Nasional 
IT " '!I.T R ., ,.. T 1 • "" 1 ,......0,... .. u.ernoaran rxegara _ epuoux moonesia 1 arrun L, \J<+ 

Nomor 104, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
� • ' '1 T"'I, 1 ./T ., '1'.T R 1 1·· r-emermtanan uaera.r1 \LeIDDc1..ra_n rsegara _ epuoux 

T 1 • 1naunes1a ... 



Indonesia Talrun 2004 Nornor 125, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
"1 • 1 "1 "1 1 .. "i 't , TT 1 U ' 1 seoagaimana ieian uruuan uengan oriuang- muang 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Urn .. lang-Undang Nornor 3 

Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang 

Nomor "" l"I"'\ ., oL l anun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 
"1'.T � � '(•1" T 't '" m 1 1""'11.'°'l"-1""'"" '11lo� -'l i""\.r'!i. 

1'!egc1Ia rcepu oux rnoonesra 1 anun LlJV.::> rsomor r oo, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4548}; 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbanga .. n Keuangan Antara Pernerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia rn 1 1anun 2004 Nomor 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4438); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4090); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 

tentang Pajak Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
T '! "'T � 'I 'i•'! T 'I "' -.T 4""' ,...,,,.....'\ Lemoaran rsegara rcepuoux muonesia rsomor r oo); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 

tentang Retribusi Daerah [Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

.i..--+---- l.c;J.J. l.a...L.io •••• 



tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 

Tahun 2005 tentang Perubahaan alas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
T1"" 'f 'f 'i "" 1 'T 1 1 TT T""'lt.• • '1 rseuuuuxan t'TOLOK01er aan rseuangan i-rrnpman uan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4540}; 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nornor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4502); 

18. Peraturan Pemerintah Nornor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4503}; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik. Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

'llirr.T - ·- - - ·- 1'11Ul11Uf ••• 

5 



Nornor 4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

Ientang T !' • iruorrnasa Ke ua .. ngan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor �" ""' ., 01 i anun 

tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahu . .n 2005 Nornor 139, Tarnbahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

23 .. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
,T T" 't ,•"'( T d • n"\ 't r"\.r'\."-,- -a..T 1 Ao rsegara zcepuoux rn .. onesia 1 arrun .GUV;:> rxomor 1.::+ ,, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
.. .,.. "',...,..,�) l'IUII!Or 'i·;:) I O ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan dan pen era pan 

Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T 1 20r"l.r" '111.� '°'r- ,n '1 1 T b -..T i anun . vo rsomor L�, i amoanan Lem aran rsegara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 

26. Peraturan p ..• .: emermtan Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 
'-T � '( 'f•"1 T "I • """ 'I '°'"" 10 ... T rsegara rcepuonx mconesia 1 anun LV l rvomor 

5165); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

Peraturan ... 



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 21 Tahun 

2011 ten tang Perubahan kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 

Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 

Tahun 2011 ten tang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011. 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 9 

Tahun 2011 ten tang Perubahan Anggaran 

r •.• , Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2011. 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR 

dan 
BUPATI KUTAI TIMUR 

MEMU'T'USKAN: 

iv'renetapkaH; PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAl� 

DAN BET.ANJA DAERAH TA HUN ANGGARAN 2011 

Pasa11 
( 1 ) Pert.a.nggungja wa h2.11 pdaksanaan APBD berupa 

laporan keuangan memuat : 

laporan ... 



a. Iaporan realisasi anggaran; 

b. neraca; 

c. laporari ar us kas; dan 

d. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagairnanu uimak:sud pada ayal 

( 1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar 

laooran .I. keuaugan usaha .. , •1 
HlUlK 

daerah/ perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 hucuf a tahun anggaran 2011 sehagai bedkut ; 

. . . . .1 . . - J • • a. pcnuapcu.a.1.1 . 

b. belanja . 

Sutplusit/ deficit . 

- - - . - 1. � - - - . - {.;. peH1tJ1ayaau . 

- Penerimaan ..... 
�- ... 1. .... - re11ge1uan:u1. ... 

Rp 
Rp 

Rp 

Rp 

2.322.664.499.967,32 

2.188.074.487.720,10 

267. 987.442.425,35 
t"'"IA r-n� AAA AAA r.r,,,. 
,::>4,vVV. \.JUV. VUV,VV 

Rp 134.590.012.247,22 

Pembiayaan Netto . 

Pasal 3 

Rp 235.487.442.425,35 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 

sebagai berikut : 
( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp230.189.195.683,36 dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran pendapatan setelah perubahan; Rp2.092.475.304.283,9t 
b. realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp2.322.664.499.967 ,32 

Rp 230.189.195.683,3t 

{2} Selisih anggaran realisasi t--1---�- 
Ut;;la.lljc:l sejumla' 

Rp(139.888.258. 989,21) 

dengan rii1cian sebagai berikut : 

8 

Anggaran ... 



a. anggaran belanja setelah perubahan; 

b. realisasi; 
'°' � • '"'I '1 "1 •, I ./1 ). oensm ieom , lKurangJ 

Rp2.188.074.487.720.10 

Rp(139.888.258.989,2 I] 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp370.077.454.672,57 dengan rincian sebagai berikut : 

a. surplus/defisit setelah perubahan; Rp{235.487.442.425,35) 

b. realisasi; Rp(134.590.012.247.22) 
Rp 370.077.454.672,57 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. anggaran penerimaan pembiayaan 
setelah perubahan Rp 267.987.442.425,35 

b. realisasi; 

Selisih lebih/ (kurang] Rp 0,00 

Rp 267.987.442.425,35 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah 
Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan; 

Selisih lebih/ {kurang} 

Rp 32.500.000.000,00 

Rp 0,00 

(6) Selieih anggarari dengan realisaei pernbiayaan netto sejumlah Rp0,00 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. auggaran pernbiayaan netto 

setelah perubahan; Rp 235.487.442.425,35 
1 . 1 • • o. rcausasa; 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp 

Rp 0,00 

pasal ... 



Pasa14 

Neraca sebagaimarra dirnaksud pada Pasal 1 Irur uf u per 31 Descmber Tahu 

2011 sebagai berikut: 
• 1 t A _ L a. j urruan fl�Ct 

b. jumlah Kewajiban Rp 129.341.360.764,63 
(_:. • ...... _ 1 T:'\1 .... � . J u1.u1c1.11 n.K un.as ua11.a 

Pasal 5 

Laporan arus kas sebagairuaua dirnakaud dalarn Paeal 1 Iruruf c urru, 

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desem.ber tahun 2011 sebag 

berikut: 

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2011 
1 1" 1 • 'J I • • J • u. arus xas uari as.uvuas operasi 

c. arus kas dari aktivitas investasi aset 

non-keuanga.n 
d. arus kas dari akivitas pem.biayaan 

Rp 267.053.147.252,35 

Rp 890.562.495.221;32 

Rp (32.490.966.500,00) 
'1 1 • 1 .., • • J • • e. arus Kas uari ax.uvn.as nun ariggar-an Rp 

f. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2011 Rp 373.039.652.773,57 

Pasa16 

Catatarr atas lapuran keuangan sebagairnanu dimaks.ud Paaal 1 h uruf 

tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupr 

kualitatif alas pos-pos laporan keuangan .. 

r,, 1 ,.,, r-asai I 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pas 

1 tercantum. dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a.lampiran ... 



a. Lam piran I Laporau realisa.si anggarari 

Lampiran Ll Ringkasan laporan realisasi anggaran menurui 

Lampiran I.2 

urusan pemerintahan daerah darr orgauisaai; 

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusar 
• , t 1. 1 1 , pemeru uarran uaeran, orgeuueasr, pertuapeuar 

belanja dan pembiayaan; 

Larnpiran I.3 Rekapitulasi 1 • • 1 -, • 'i 1 reausaei arrggararr oeianja uaerar 

menurut urusan pemerintahan daerah organisasi 

prugra.H1 dan kegiatarr; 

Lampiran 1.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daeral 
. J. 1 
WlLUK kc:selarasa<lr1cU1 keterpacluan uruear 

Lampiran I.5 

Lampiran I. 6 

Lampiran I. 7 

pemerintahandaerah dan fungsi dalam kerangks 

pengelolaarr keuangan rregara; 

Daftar piutang daerah; 

Daftar penyertaan modal [investasi] daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan ase 

Ietap daeruh; 

Lampiran I.8 Daftar realisasi penambahan dan pengurangar 

Lampiran I. 9 

Larnpiran 1.10 

Lampiran I.11 

b. Larupiran II 

c. Lampiran III 

d. Lampiran IV 

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikar 

sa ... rnpai ak.hir tahun dan diariggarkart kernbal 

dalam tahun anggaran berikutnya; 

Daftar dana cadaugan daerah; clari 

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 
....... rxeraca 

Laporan arus kas 

Calatan al as laporan keuangan 

Pasal 8 

T • "1 '1 '! • '1• 'I 1 1 'I T" 1 1 , J Larnprran iaporan xeuangan seoagaimarra cnmaicsuu uaiam .t'asa1 1. ayat \ 

terdiri dari: 

1 1apon�n ... 



"'t 1 • • I 1 1 't T "' 'TT l 1 't • • a. iaporan KLneIJa rercanrurn nararn Larnpiran v peraruran uaeran mi. 

b. Ikht:isar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaar 
'I "1 I I ", � T • T T'I' I 1 , • • naeran tercantum naiam Lampiran v 1 peraturan uaeran 1!11 

Pasal 9 

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabarar 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dar 
Pertanggungiawaban pelakaarraan APBD. 

Pasal iO 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 

Agar setiap orang mengetahuinya, • ' '1 1 'I memermtanxan pengunnangar 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Sangatta 

Pada tanggal 18 Oktober 2012 
BUPATI KUTAI TIMUR 

H. ISRAN NOOR 


